
60 
 

BAB V 

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI 

A. Pendapat Hukum 

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat diuraikan pendapat 

hukum sebagai berikut: 

1. Berdasarkan data-data, peta hutan adat, peta wilayah adat, dan peraturan 

perundang-undangan terbukti bahwa Masyarakat Hukum Adat Dayak 

Mayao merupakan subyek hukum sekaligus pemilik hak atas hutan adat 

meskipun pada kenyataannya hutan adat mereka masuk dalam izin usaha 

konsesi PT Finnantara Intiga.  

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan agar keberadaan Masyarakat Hukum 

Adat Dayak Mayao memperoleh pengakuan dan perlindungan secara 

yuridis oleh Negara dimulai dari mengatur hak dan kewajiban negara yang 

memberi penghormatan pada masyarakat hukum adat dan diakhiri dengan 

membentuk suatu hukum negara yang substansinya memuat hak-hak 

masyarakat adat berupa tanah maupun kekayaan alam lainnya.  

3. Syarat dan ketentuan agar Masyarakat Hukum Adat Dayak Mayao dapat 

mengelola dan berdaulat atas wilayah adat mereka diatur dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan 

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dengan cara Identifikasi, Verifikasi, 

dan Penetapan.  
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4. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa hutan adat 

bukan hutan negara berimplikasi pada kembalinya kedudukan Masyarakat 

Hukum Adat Dayak Mayao sebagai subyek pemegang hak atas hutan adat. 

 

B. Rekomendasi 

Terhadap kedudukan hutan adat yang kerap kali menjadi persoalan 

karena terjadi pelanggaran atas hak-hak yang dimiliki masyarakat hukum adat 

seharusnya menjadi kewajiban Pemerntah untuk melakukan beberapa 

kebijakan antara lain :  

1. Melakukan penetapan batas-batas wilayah yang termasuk ke dalam bagian 

hutan adat sehingga dapat terpisah dari pengelolaan hutan negara 

2. Melakukan upaya penguatan dan pelindungan masyarakat hukum adat 

melalui upaya pemberdayaan berbasis kearifan lokal 

3. Meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat hukum adat dalam 

memanfaatkan hasil hutan adat berbasis kearifan lokal berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.   
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